PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUFATEN BANYUMAS

NOMOR 2! TAHUN 2009
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

a. bahwa untuk memenuhi katentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomeor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemenntah Penaganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Lindang-Uindang Noemaor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. Kepala
Daerah  mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Peranggungjawaban Felaksanaan APBD kepada Dewan Perwakiian
Rakyat Daerah (UPRD] berupa laporan keuangan yang telah diperiksa
cleh Badan Pemeriksa Keuangan paiing lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhis,

. bahwa pertanggungjawabzan pelaksanaan APED dimaksud pada huruf a

periu ditelapkan dengan Peraturan Daerah tentang PertanggJungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupalen Barnyumas Tahun Anggaran 20083,

Undang-unadang Namor 13 Tahun 1850 tentang Pembentukan Daarah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Nzgara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang MNomor 12 Tahun 1894 tertang perubahan atas
Undang-Undang MNomoer 12 Tahun 1085 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomoi
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569)

Undang-undang Namor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1887
Nomor 41, Tambahan Lembaran MNagara Republik Indonzsia Nomor
3685) sebagaimana telah dubsh dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1897 tentang Pajak Dazerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembzran MNegara Republik
indonesia Normor 4048),

Urndang-undang Nomor 21 Tahun 1987 tentang Eea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun
1997 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3688);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1899 teniang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih can Bebas darl Korupsi, Kclusi dan Nepotisme
{Lemktaran Negara Republk Indonesia Tahun 13999 Nomer 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang MNomer 17 Tahun 2003 tenteng Keuangan Megara
(Lembaran MNegara Repubik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perhendaharaan Negara
{Lemkbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomaor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4355);

Undang-undang Nemer 10 Tahun 2004 fentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun
2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Momor 4388);

Undang-undang MNomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerksaan
Pengelolaan dan Tanggurgjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor €6, Tambahan Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia Moamar 4400):

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nemor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421),

. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemernintahan Daerah

(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomaor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Megara Republik Indonesia Tanun 2008 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republis Indanesia Nomor 4844):

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 126, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaar
dan Pengawasar Fenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 45¢3);
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Peraturan Pemerintah Nomer B5 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Momor 118,
Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138),

Peraturan Pemerintzah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
{Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor €0, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebhagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Momor
37 Tahun 200% tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protckoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggcta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
iIndonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembarar Negara Republik
Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nemor 23 Tahun 200% tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 fentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomar 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pirjaman Daerah
(Lembaran Negara Republk Indoresia Tshun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomar 55 Tahun 2005 tentang Dana
Penmbarngan (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2005 Nomor
137, Tambanan | ambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor
45786);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4577);

Peraturan Pemerntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Kevangan Daerah (Lembaran Negara Republik Inconesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Pecoman
Peryusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indunesia Tarbun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Ncmor 4585);
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. Peraturan Pemerintah MNomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemenntah (Lembaran Nega-a Republik
Indonesia Tehun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Daerah Kabuosaten Banyumas Nemor 2 Tahun 2008 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 1 Serd A),

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 3
Seri ),

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2008 tentang
FPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kzbupaten
Banyumas Tahun 2009 Nomar 3 Seri E):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan
BUPATI EANYUMAS

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BANYUMAS TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

Bagal 1

(1) Pertanggungjawabean Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan

memuat:

a. Laporan realisasi anggaran;
b. Neraca

¢. Laporan arus kas;

d. Catatan alas laporan <euangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cilampiri

dengan laporan Kinerja dan |khtisar laporan ksuangan badan usaha milik
daerah/perusahzaan daerah.



Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a
tahun anggaran 2008 sebagal berikut

a_ Pendapatan Rp 968 913 212 552 0D

b. Belanja...........ui Rp. 973.832.843.232 00
Surplus/(dafisit) (Rp 5.019.630.720,00)

¢. Pembiayaan

Penerimaan... ........... Rp. 143.417.376.473,37

- Pengeluaran............. Rp 6.183.740.113.00
Surplus/idefisit) Rp.137.233.636.360,37

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagal berikut:

(1) Selsih anggaran dengan realisasi pendapatan  sejumlah
(Rp.40.889.355.264,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapaian setelah perubahan Rp. 928.013.056.288,00
b. Realisasi Rp. 968.913.212.552,00
Selisih lzbih/(xurang) (Rp. 40.889.356.264,00)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp.90.177.962.509,00 dengan rinc'an sebagai berikut:

a. Angcaran belanja setelah perubahan  Rp. 1.084.110.806.791,00

b Realisasi Rp. 975.032 84328200
Selisih l2bih/(xurang) Rp. 90.177.963.509,00

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah
(Rp.131.077.319.773,00) dergan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/(defisit) setelah perubahan (Rp. 136.086.950 503,00)
b. Realisasi (Rp. 5019.630730,00)
Selisih lebin/(curang) (Rp. 131077.319773.00)

(4) Selisih anggaran dengan realisasl penerimaan pembiayaan sejumiah
(Rp.266.685.857 37, dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pemhiayaan

setalah perubahan Rp 143.150.690.616,00
b. Realisasi Rp 143.417.376.473.37
Selisih Izbih/(<urang) (Re. 266 685,857 37)



(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp.870.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran

pembiayaan setelah perubahan Rp. 7.053.740.113,00
5. Reallsasi Rp. 6.183.7£0.113,00
Selisih lebin/(kurang) Rp. 870.000.00C,00

(6) Selisih onggaran dengan realisasi pembiayaan netto  sejumlah
(Rp.1.136.685.857,37) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan neto

setelah narubahan Rp. 136.00€ 950.503,00

b. Realisasi Rp. 137.233.636.360,37

Seligih lebin/(kurang) (Rp. 1.136.685.8B57 37)
Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2008
sebagai berikut:

a. Jumlah asel Rp. 2.692.170.662.418,62

b. Jumlah kewajiban Rp. 14.375.564.05€,00

c. Jumlah ekuitas dana Rp. 2.677.795.098 362 62
Fasal 5

Laporan arue kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ untuk tshun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2008 sebagal berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2008 Rp. 128.954.350.417,37

b. Arus kas dari aktivitas operesi Rp. 149.221.490.03€,00
c. Arus kas dari aklivilas investasi aset non

keuangan (Rp. 154.241.120.758,00
d. Arus kas darl akiivitas pembiayaan Fp. 8.904.948.256,00
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp 7 323 AR5 310,00

f. Saido kas akhir per 31 Desember tahun 2008 Rp. 141.686.425.833,37

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d
tahun anggaran 2008 memust informasi baik secara kuantitalif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.



Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimanra dimaksud pada
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran |

Lampiran 1.1

| ampiran |.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran 1.5
Lampiran | &

Lampiran 1.7

Lampiran 18

Lampiran 1 9

Lampiran 1 10

Lampiran | 11
o. Lampiran |
¢. Lampiran 1)

d. Lampiran IV

. Laporan realisasi anggaran:

. Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerntahan daerah dan organisasi;

. Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerntahan dacrah, organisasi, pendapatan, belanja
dan pembiayaan,

. Rekapitulasi anggaran belanja daerah menurut urusan

pemerintahan daerah, organsasi, program dan
kegiatan;

. Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan
caerah dan fungsi calam kerangka pengelolaan
keuangan negara;

. Daftar piutang daerah;
* Daflar penyertaan modal (investasi daerah);

. Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset

tetap daerah:

- Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset

Lletap lainnya;

. Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselssaikan

gampal akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya;

. Daftar dana cadangan daerah dan

: Daftar pinjaman daerah dan obligas: daerah,
. Neraca

. Laporan arus kas

. Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)

lerdiri dari;

a. Laporan kinena tercantum dalam Lampiran \ peraturah daerah ini

b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah
tercantum dalam lampiran /! peraturan dacrah iri.



Pasal 9

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjebaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebaga rincan lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan APED.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Agar setiap crang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Purwokertc
Padatanggal 1 1 AUG 7009

Diundangkan di Purwokerto

Padz tanggal..
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SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

uv-"""d

M. ISKANDAR ARIFIN, SKM, M.Sc.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009 NDMGH....?‘_..BERI...!’%_,“



